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Abstrak 
Nama penyusun : MUH. ISMAIL 
Nim   : 30600112039 
Jurusan  : ILMU POLITIK 
Judul skripsi : KINERJA POLITIK PEMERINTAH DESA ( STUDI  
TERHADAP  PERBAIKAN JALAN DESA DI DESA 
BARAYA, KECAMATAN BONTORAMBA, 
KABUPATEN JENEPONTO) 
Skripsi ini mengkaji tentang Kinerja Politik Pemerintahan Desa (studi 
terhadap perbaikan jalan desa di desa Baraya Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 
Jnepeonto). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Bagaimana Dinamika 
Politik Perbaikan Jalan desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten 
Jeneponto, dan Apa faktor penghambat dalam perbaikan jalan desa di Desa 
Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
Penelitian ini menggunakan metode penlitian deskripsi kualitatif dengan 
pengumpulan data secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, 
dokumentasi dan secara sekunder yaitu kajian pustaka melalui buku, jurnal, 
laporan tahunan dan situs internet yang terkait topik penelitian. 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa kinerja kepala desa dalam 
pembangunan infrastruktur jalan belum maksimal, kondisi ini diketahui dari 
banyaknya keluhan dari masyarakat akan kinerja kepala desa. Selanjutnya 
mengenai faktor yang menghambat kinerja pembangunan infrastruktur jalan di 
desa Baraya yaitu kurangnya perhatian dari birokrasi desa serta faktor lain itu 
faktor kesehatan yang dialami oleh kepala desa Baraya selama menjabat sebagai 
kepala desa sering terganggu sehingga kepala desa kurang bisa mengkordinir 
bawahannya sehingga kurang maksimal dalam memimpin desa Baraya, serta tidak 
tersedianaya lahan/tanah atau masyarakat yang enggan memberikan seikit 
lahan/tanah mereka untuk di gunakan sebagai pembuatan/perbaikana jalan desa. 
Sedangkan faktor pendukungnya yaitu masyarakat yang antusias membantu dalam 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Jika mendengar kata birokrasi maka langsung yang ada dalam fikiran 
adalah bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit, 
dari meja satu ke meja yang lainnya yang ujung-ujungnya adalah biaya yang 
serba mahal.
1
Berdasarkan pengertian birokrasi yang menyatakan bahwa 
birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan 
dibentuk untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintahan 
dan pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat sistem prosedur 
dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat. 
Organisasi-organisasi tersebut yang terdiri dari kelembagaan, aparat, sistem, 
dan prosedur merupakan suatu kelompok khusus dalam masyarakat  yang 
memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, selain itu juga sebagai suatu 
kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dank arena itu mempunyai 
tanggung jawab yang khusus.
2
 
Permasalahan birokrasi yang paling mendasar adalah pemerintah 
terlalu sering memberikan keputusan publik yang kurang akuratdan dikeluarkan 
pada waktu yang tidak tepat. Selain itu, birokrasipun sering dituding inefisiensi 
(korupsi) yang di tunjukkan oleh Anggara Pendapatan dan Belanja Negara 
                                                          
1
 A. Rahman, sistem Politik Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 169 
2
A. Rahman, sistem Politik Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 173 
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(APBN) dengan porsi belanja birokrasi lebih besar dibandingkan dengan 
alokasi belanja pembangunan. Kondisi ini tentu tidak dapat di biarkan bahkan 
harus segera mendapatkan prioritas dalam penataan penyelengaraan 
kenegaraan.
3
 
Salah satu yang menghambat daya saing Indonesia adalah 
permasalahan Infrastruktur.Berbicara mengenaiinfrastruktur tentu saja kita 
harus melihat dari segi kecukupan/kuantitas, kualitas dan cakupan/coverage 
dari Infrastruktur itu sendiri. Termasuk sisi coverage adalah pemerataan 
infrastruktur diseluruh wilayah Indonesia, dari sabang sampai merauke.Salah 
satu infrastruktur dasar yang utama adalah jalan raya. Menurut Pasal 9 UU No. 
38 Tahun 2004 tentang Jalan, berdasarkan statusnya Jalan Umum 
dikelompokan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota 
dan Jalan Desa.
4
Kerusakan jalan ini telah menimbulkanyang berkaitan 
dengankeberfungsian infrastruktur. Secara kasat mata, kerusakan jalan ini 
menghambat proses-proses pembangunan, sehingga turut serta merintangi 
agenda menyeluruh memajukan perekonomian masyarakat. 
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan 
kemakmuran bagi masyarakat. Hal yang harus dipikirkan adalah kita harus 
mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama 
lainnya. Karena ini merupakan sebuah kemampuan sebuah bangsa dalam 
                                                          
3
Aggriani Alamsyah, Etika Politik, Uin Alauddin Makassar 2012, h 166 
4
https://www.minerba.esdm.go.id/library/sijh/PP3406_%20Jalan.pdf, di akses 30 agustus 
2016 
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melaksanakan pembangunan. Sering kali kita melihat jalan rusak, gedung tidak 
terurus, jembatan yang rusak, akses jalan ke tol macet total. Ini adalah 
gambaran yang sangat buruk dan tidak bisa terus-menerus terjadi, karena orang 
luar negeri akan menilai kemampuan kita dalam mengelola sebuah. 
Demikian pula ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait dengan kesejahteraan 
rakyat yang di batasi pada usaha atau bekerja sebagai titik tolak pemilihan ayat 
yang di bahas adalah. QS. Al-Taubah ayat 105 
 
Terjemahnya : 
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.”5 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya kita harus bekerja 
sesuai dengan jalan Allah karena kelak amal perbuatan kita sendiri kelak akan 
diperhadapkan kepada Allah SWT. Begitupun dengan kinerja pemerintah desa 
apabila dia melaksanakannya sesuai dengan yang seharsunya maka amalan 
yang di dapatkaan setimpal dengan apa yang dia lakukan. 
                                                          
5
Al-Qur’an & Terjemahanny, 2014 Departement Agama RI, Al-Hikmah, (Bandung : Cv 
Penerbit Diponegoro, 2010) 
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Dalam ayat lainpun di jelaskan tentang pentingnya amanat yang harus 
dipegang oleh seseorang begitupun dengan seorang pemimpin yaitu QS. Al-
Anfal ayat 27 
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓيٱ َو ِ
لَّذِ
  
ْ
اُوىُو
َ
تَ 
َ
لَ 
ْ
اوُيَناَء ٱ َ لَّذِ َ  ٱ َوو ُلَّذِل  ۡمُِكتََٰنََٰم
َ
أ 
ْ
آُوىُو
َ
تَ َ 
 َنوُهَلۡعَت ۡمُتى
َ
أ َ٢٧  
Terjemahnya :  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 
dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 
amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu 
mengetahui” 
 
Segala sesuatu yang ada dalam genggaman manusia adalah amanat 
Allah SWT. Agama adalah amanat Allah, bumi dan segala isisnya adalah 
amanat Allah, keluarga dan anak-anak adalah amanat Allah, bahkan jiwa dan 
raga manusia bersama potensi yang melekat pada dirinya adalah amanat Allah 
SWT. Semua harus dipelihara dan dikembangkan. Amanat manusia terhadap 
manusia menyangkut banyak hal, bukan hannya harta benda yang dititpkan atau 
ikatan perjanjian yang disepakati, tatapi termasuk juga rahasia yang dibisikkan. 
Takhuunuu/mengkhianati oleh Al-BiqaaI dipahami sebagai isyarat 
bahwa khianat kepada Allah berbeda pada khianat selainNya. Khianat kepada 
Allah bersifat hakiki karena segala sesuatu, termasuk apa yang diamatkan oleh 
manusia kepada manusia lain, bersumber dariNya, sedangkan khianat kepada 
selainNya bersifat majaazi. Demikian yang ditulis oleh Al-Baaqi. Karena itu 
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pengulangan bertujuan mengisyaratkan bahwa pengkhianatan amanat manusia 
tidak lebih kecil dosanya dan tidak lebih kurang dampak buruknya daripada 
mengkhianati Allah dan RasulNya. 
Amaanaatikum/mengkhianati amanat-amant kamu sebagai satu 
kesatuan yang berkaitan dengan khianat kepada Allah dan RasulNya. Ada 
amanat Allah kepada manusia, seperti hokum-hukum yang disyariatkanNya 
agar dilaksanakan. Ada amanat Rasul SAW kepada manusia, seperti 
keteladanan yang beliau tampilkan, ada amanat antar sesame manusia, seperti 
penitipan harta benda dan rahasia. Adalagi yang merupakan amanat bersama-
Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin-yaitu persoalan-pesoalan yang 
dititipkan Allah dan dilakukan Rasul SAW dan diraih manfaatnya oleh kaum 
mukminin. Amanat ini melahirkan kemaslahatan masyarakat. Ini anatar lain 
seperti rahasia militer atau politik yang bila dibocorkan dapat merugikan kaum 
muslimin juga melanggar hak Allah dan RasulNya. Firman-Nya  wa antum 
talamuun /sedang kamu mengetahui dipahami oleh ThabaathabaaI sebagai 
bertujuan untuk membangkitkan fitrah dan rasa kepedulian yang muncul dari 
lubuk hati mitra bicara agar menghindari khianat itu. Dan bukanlah syarat 
larangan berkhianat. 
Ada yang memahami penggalan ayat terakhir diatas sebagai bentuk 
toleransi melakukan khianat dalam artian boleh berkhianat jika tidak sadar 
akibat buruknya dan tidak boleh berkhianat jika sadar akan akibat buruknya. 
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Lalu ada yang memahami penggalan tersebut sebagai larangan dan seorang 
mukminmengetahui bahwa khianat terhadap amanat adalah haram. 
Dalam pelaksanaan sering kali kita temui kendala khususnya pada 
pembangunan yang bersifat fisik, misalnya, seringkali para pihak yang terlibat 
dalam proses pembangunan mengabaikan masalah lingkungan, sehingga 
menyebabkan kerusakan lingkungan baik pada saat perencanaan maupun pada 
saat pengoperasiannya, hal ini karena pihak- pihak yang terlibat dalam kegiatan 
pembangunan tersebut lebih mengutamakan hasil atau produk dari 
pembangunan itu sendiri, sementara dampaknya terhadap lingkungan masih 
diabaikan. Belum lagi terkadang dana yang seharusnya dianggarkan untuk 
pembangunan jalan dan jembatan sudah ditetapkan, masih saja di manfaatkan 
oleh orang yang tidak bertangung jawab untuk kepentingan pribadinya. 
 
Dalam hadistpun dijelaskan bahwa : 
 ْهَع ٍرَبنٌِد ِهْب ِ َّاللَّ ِدْبَع ْهَع ٍِكنبَم ْهَع َتََمهْسَم ُهْب ِ َّاللَّ ُدْبَع َبَنث َّدَح
 ََلَأ َلَبق َمَّهَس ًَ  ِوٍْ َهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ِ َّاللَّ َلٌُسَر ََّنأ َزَمُع ِهْب ِ َّاللَّ ِدْبَع
 ِسبَّننا َىهَع يِذَّنا ُزٍَِمْلَْبف ِِوتٍَِّعَر ْهَع ٌلٌُئْسَم ْمُكُّهُك ًَ  ٍعاَر ْمُكُّهُك
 ِِوتٍْ َب ِمَْىأ َىهَع ٍعاَر ُمُج َّزنا ًَ  ْمُيْنَع ٌلٌُئْسَم ٌَ ُى ًَ  ْمِيٍْ َهَع ٍعاَر
 ًَ ِى ًَ  ِهَِدن ًَ ًَ  بَِيهَْعب ِتٍْ َب َىهَع ٌَتٍِعاَر َُةأْزَمْنا ًَ  ْمُيْنَع ٌلٌُئْسَم ٌَ ُى ًَ
 ُوْنَع ٌلٌُئْسَم ٌَ ُى ًَ  ِهِدٍَِّس ِلبَم َىهَع ٍعاَر ُدْبَعْنا ًَ  ْمُيْنَع ٌَتنٌُئْسَم
 ِِوتٍَِّعَر ْهَع ٌلٌُئْسَم ْمُكُّهُك ًَ  ٍعاَر ْمُكُّهَُكف 
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Artinya : 
Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda 
: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta 
pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya.Seorang kepala negara 
akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. 
Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. 
Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya 
perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang 
pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang 
milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan 
kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan 
jawab) darihal hal yang dipimpinnya. (buchary, muslim) 
 
Hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan 
adalah tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut 
sebagai pemimpin.Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul 
tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri.Akan tetapi, 
tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu 
setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang 
dipimpin.Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah 
lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi 
pihak yang dipimpin. 
Buruknya birokrasi tentu saja berimbas pada pelayanan, hal ini akan 
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan rusaknya moral dan mental aparat itu 
sendiri. Birokrasi di Indonesia semakin runyamakibat dari penerapan prinsip 
birokrasi yang disalah artikan dan akan mengalami distorasi. Gambaran akibat 
dari buruknya birokrasi yang terjadi saat ini menimbulkan berbagai akibat 
yaitu: 
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1. Hierarki yang kaku berakibatbirokrasi pelaksanaan kehilangan inisiatif 
dan lamban memberikan respon walau dalam keadaan urban, jika tidak 
di gerakkan oleh atasan mereka. 
2. Aturan tumpah tindih dan terlalu mencurigai berdampak mematikan 
inisiatif masyarakata. 
3. Kualitas pelayanan masyarakatbelum efisien akibat tidak jelasnya 
standar berapa lama waktu dan berapa biaya pelayanan yang 
sesungguhnya. 
4. Birokrasi terlalu gemuk sebagai akibat warisan politik masa lalu, 
hubungan yang hierarkis yang kaku, tidak mampu membedakan 
tingkat urgensi setiap urusan.
6
 
Disisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa 
memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan 
memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan didalam pembangunan 
infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber 
daya yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien.
7
 
Kurangnya pembangunan Infrastruktur yang terjadi di Desa Baraya 
Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto seperti perbaikan jalan yang 
menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat sekitar.Banyak dari masyarakat 
yang menganggap bahwa kinerja para pemerintah desa dalam mengatasi 
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9 
 
 
 
pembangunan infrastruktur ini belum maksimal, sedangkan pemerintah telah 
berjalan selama kurang lebih selama 3 tahun. 
Jalan di Desaini memang cukup memprihatinkan apabila musim hujan 
datang maka ada sebagian jalan akan tergenang air, banyak pula jalan yang 
memiliki lubang yang cukup besar, dan licin, sedangkan ini merupakan jalan 
utama jalan utama yang menjadi tupuan masyarakat keluar masuk dari desa 
tersebut. Pemerintah desa nampaknya kurang menangani hal ini karenanya 
peneliti tertarik untuk mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi, apa saja kendala 
yang ada sehingga selama ini, jalan tersebut tidak pernah mengalami perbaikan, 
maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 
“Kinerja Politik Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan 
desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto)” 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan dengan latar belakang, penelitian yang berfokus pada 
“Kinerja politik Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di 
Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto)” maka 
penelitian ini di maksudkan untuk mengetahui. 
1. Bagaimana kinerja  politikpemerintahan desa terhadap perbaikan jalan 
desa di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam perbaikan jalan desa di 
Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto ? 
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C. Tujuan dan manfaat penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Secara umumdalam suatu penelitian itu tidak akan terlepas maksud 
daritujuan dan manfaat penelitian tersebut. Begitupundengan proposal yang 
dilakukan olehpenulis terkaitdengan Kinerja Politik Pemerintahan Desa (Studi 
Terhadap Perbaikan Jalan desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, 
Kabupaten Jeneponto): yaitu  
1. Untuk mengetahui bagaimanaKinerja Politik Pemerintahan desa dalam 
perbaikan jalan Desa di Desa Baraya, kecamatan Bontoramba, 
kabupaten jeneponto. 
2. Untuk mengetahui apafaktor penghambat dan pendukung dalam 
perbaikan jalan desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, 
Kabupaten Jeneponto. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Secara akademisi 
1) penelitian ini berguna bagi pembaca khususnya di bidang ilmu 
politik, karena penelitian ini menjelaskan tentang Kinerja Politik 
Pemerintahan Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa 
Baraya, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto). 
2) Adanyapenelitian inipula, di harapkan mampu membantu proses 
pembelajaran secara akademik dalam lingkungan kampus 
terutamafakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politikkhususnya di 
11 
 
 
 
bidangilmu politik terhadap studi tentang Kinerja Politik 
Pemerintah Desa (Studi Terhadap Perbaikan Jalan Desa di Desa 
Baraya, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto). 
b. Secara praktis 
1) Dalam penelitian ini di harapkan juga bisa berguna bagi para 
penentu program Negara sebagai masukan yang berharga dan 
bersifat ilmiah dalam mengawal program pemerintah. 
2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku 
politik tentang pentingnya meningkatkan Infrastruktur 
pembangunan khususnya didesa Baraya.  
 
D. KAJIAN PUSTAKA 
Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai judul ini 
ada beberapa yang telah melakukan penelitian terkait politik pembangunan 
infrastruktur. 
“Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bululoe 
Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto” Oleh Sudarni. Mekanisme 
pengelolahan anggaran infrastruktur didesa Bululoe berasaldari APBDes 
kemudian dilanjutkan pada perencanaan penganggaran kegiatan melalui 
RKPDes, setelah itu dirembungkan ke SKPDes untuk selanjutnya di 
musyawarahkan dalam musrembang, setelah diserahkan kepada kelurahan atau 
desa (pemerintah setempat), untuk kemudian disalurkan ketiap-tiap dusun. 
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Namun dalam prosesnya pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur 
didesa Bululoe tidakberjalan dengan sesuai peruntukannya.hal ini karenaadanya 
kepentingan elit politik dalam proses pengalokasian anggaran,belum lagi 
banyaknya pungutan yang membebani masyarakat.Selanjutnya mengenai 
respon masyarakat terkait implementasi pembangunan infrastruktur di desa 
Bululoe, sebagian masyarakat masih belum puas karena bebrapa program 
pembangunan khususnya perbaikan infrastruktur hinggan saat ini belum 
terealisasikan. Mereka berpandangan bahwa anggaran yang dimaksud sudah di 
alokasikan untuk pembangunan desa belum bias di nikmati hasilnya. Terutama 
akses jalan layak yang mereka sangta butuhkan selama 9tahun terkahir ini 
tampak terabaikan oleh pemerintah.Kebijakan politisi yang hanya 
mempekerjakan kalangan yang pro kepala desa dipandang menjadi penghalang 
bagi kebijakan-kebijakan taktis pemerintah yang pro rakyat. Pembangunan 
infrastruktur juga msih kurang baik padahal anggaran desaharus merujuk pada 
kesejahtaraan masyarakat meskipun belum adanya transparasi yang dilakukan 
oleh pemerintah setempat.
8
 
“Peran Kepala Desa Kanjilo Dalam Memperdayakan Masyarakat di 
Bidang Pembangunan” Oleh Djen Ahmad Idrus. Penelitian ini menjelaskan 
tentang peran pemrintah desa Kanjilo dalam mendorong pembangunan di 
bidang infrastruktur desa apa lagi diberlakukannya, setiap pemerintah desa 
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Sudarni, Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Bululoe Kecamatan 
Turatea Kabupaten Jeneponto. Skripsi.(Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan 
Politik,(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015). h. xxi 
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memiliki kewenangan dalam mengatur pembangunan, seperti pemerintah desa 
memiliki peran dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong 
tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di desa masyarakat didesa, yang 
dilalui melalui pesan-pesan infrastruktur desa, pengarah terhadap masyarakat 
untuk berpartispasi dalam pembangunan infrastruktur desa. Berkaitan 
denganpenelitian ini yang mencoba mendriskripsikan peran kepala desa dalam 
pembangunan infrastruktur desa. Faktor-faktor penghambat dalam 
pemberdayaan Masyarakat desa di bidang infrastruktur  desa Kanjilo yaitu : 
kurangnya fasilitas sarana da prasarana sanagant menghambat kinerja 
pemerintah demi terselenggaraanya pembangunan. Sarana perhubungan yang 
kurang memadai ini masih di keluhkan oleh pemerintah desa seperti kurang 
dana yang dialokasikan untuk desa dan belum di keluarkannya kebijakan dari 
pemerintah daerah tentang peralihan lahan pertanian menjadi lahan industry dan 
bisnis.
9
 
“Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat 
Setempat”. Oleh Andi Asnudin. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan 
gambaran tentang pelibatan masyarakat dalam proses Program Pembangunan 
infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2009 dan dampak yang ditimbulkan, serta 
data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk pembelajaran pada 
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Bidang Pembangunan Infrastruktur desa, Skripsi, jurusan ilmu politik fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 
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kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Metode analisis deskriptif 
yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan menggunakan full populasi, 
yaitu: di sejumlah 25 desa sasaran PPIP Propinsi Sulawesi Tengah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur perdesaan 
sekalipun cukup fungsional dan masyarakat puas dengan kinerja teknisnya, 
namun masih rendah tingkat keberlanjutannya. Karena itu, dibutuhkan fokus 
perhatian proyek pada masa yang akan datang, seperti (1) meningkatkan aspek 
pengorganisasian masyarakat, (2) transparansi, dan (3) akuntabel, serta (4) 
berkelanjutan. Proyek pembangunan infrastruktur perdesaan akan semakin 
efektif dalam mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan, 
manakala diikuti dengan program penguatan kelembagaan masyarakat dan 
peningkatan ekonomi rakyat untuk mendorong kesejahteraan. Termasuk mulai 
memperhatikan program infrastruktur lingkungan di masyarakat (pengolahan 
limbah, perlindungan sumber air, dll)
10
 
“Peranan  Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam 
Pembangunan di Desa Citta, Keamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng”. Oleh 
Luqman. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan kepala desa sangat 
berperan dalam usaha meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dalam 
pembangunan, ini sesuai peranannya sebagai motivator, dinamisator, dan 
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Andi Asnudin, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat 
Setempat, Volume 7 nomor 4, jurnal, November 2009, 
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/viewFile/598/518 
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katalisator dalam masyarakat yang terimplementasidalam bentuk pemberian 
penyuluhan, (penerangan), pemberian perintah(arahan), serta pemberian 
bantuan barang/fasilitas. Usaha tersebut dapat meningkatkan pengetahuan 
masyarakat tentang arti penting masyarakat dalam pembangunan sehingga 
mampu menumbuhkan kesadaran dari masyarakat untuk terlibat dalam setiap 
program pembangunan. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi peningkatan 
masyarakat dalam pembangunan yaitu di pengaruhi olehfaktor kepeminpinan 
dari kepala desa, tingkat pengetahuan masyarakat (pendidikan) dan pekerjaan 
(pendapatan) serta kesadaran dari masyarakat.
11
 
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perkembangan 
Wilayah di Indonesia”. Oleh Fika Novitasari, Sri Maryati. Kemajuan ekonomi 
juga telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin 
tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, namun juga dalam 
perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan wilayah di Indonesia sebagai 
Negara berkembang memiliki isu yang sama dengan kasus studi di Negara lain 
seperti India dan Cina, yaitu kesenjangan wilayah atau disparitas. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya ketimpangan antara output di beberapa wilayah 
Indonesia yang dicerminkan terhadap Produk Domestik Rasional Bruto 
(PDRB) wilayah. Tantangan lain dari suatu negara besar seperti Indonesia 
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dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2007). h. xii 
16 
 
 
 
adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Di 
Indonesia, belum banyak dilakukan penelitian mengenai hubungan pengaruh 
infrastruktur terhadap perkembangan wilayah, khususnya jika dihubungkan 
dengan kesenjangan wilayah. Upaya yang dapat dilakukan terhadap faktor-
faktor infrastruktur yang signifikan mempengaruhi karakteristik perkembangan 
wilayah di Indonesia. Seperti di wilayah yang memiliki pertumbuhan Produk 
Domestik Rasional Bruto (PDRB) per kapita rendah, maka dapat dilakukan 
intervensi terhadap pertumbuhan panjang jalan nasional, misalnya dengan 
menambah insentif untuk pembangunan panjang jalan nasional atau melakukan 
perbaikan terhadap pembangunan panjang jalan nasional di wilayah dengan 
tingkat perkembangan Produk Domestik Rasional Bruto (PDRB) rendah.
12
 
Perbedaan skripsi ini dengan tulisan lainnya adalah, skripsi ini 
pendekatan yang digunakan dalam melihat penyelenggaraan pemerintah desa 
yakni menggunakan pendekatan kinerja politik. 
E. KERANGKA KONSEPTUAL 
a. Birokrasi 
Birokrasi yang dalam bahasa inggris, Bureaucrary, berasal dari kata 
bureau (berarti: meja) dan cratein (berarti: kekuasaan), dimaksudkan adalah 
kekuasaan berada pada orang-orang yang berada di belakang meja. Sedangkan 
menurut Blau dan Page (1956) mengemukakan birokrasi “sebagai tipe dari 
                                                          
12 Fika Novitasari, Sri Maryati, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap 
PerkembanganWilayahdiIndonesia, Volume 3 Nomor 2, Jurnal, Juli 2014,http://sappk.itb.ac.id/jpwk2/?p=1633, 
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suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrative 
yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari 
banyak orang. Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi justru untuk 
melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang di tunjukkan untuk meningkatkan 
efisiensi administratif, meskipun kadangkala di dalam pelaksanaannya birokrasi 
seringkali mengakibatkanadanya ketidakefisienan.
13
 
Seperti yang di nyatakan oleh Blau dan Page, bahwa birokrasi 
dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang benar. Hal itu 
hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan 
karena pada organisasi pemerintahan segala sesuatunya di atur secara formal, 
sedangkan pada organisasi kecil hanya di perlukan hubungan informal.
14
 
Berdasarkan pengertian birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi 
merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan di bentuk 
untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintah dan 
pembangunan yang menyangkut kelembagaan, aparat, sistem dan prosedur 
dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat. 
Organisasi-organisasi tersebut yang terdiri dari kelembagaan, aparat, sistem dan 
prosedur merupakan suatu kelompok khusus dalam masyarakat yang memiliki 
cita-cita dan nilai-nilai bersama, selain itu juga sebagai suatu kelompok yang 
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mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai dan karena itu 
mempunyai tanggung jawab yang khusus.
15
 
Birokrasi sejak lama menunggu dan selalu mempertanyakan peran 
Negara yang kurang optimal dalam memenuhi kewajibannya guna mewujudkan 
kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Bahkan rakyat merasa semakin jauh 
untuk mendapat keadilan dari Negara, ketika pada saat yang sama rakyat harus 
membayar sejumlah biaya yang tidak sedikit dalam pengurusan hak-hak sipil 
seperti bukti kependudukan, pernikahan, perceraian, akta kelahiran, pendidikan, 
dan kesehatan. Begitu pula, dengan pengurusan perijinan, baik untuk berusaha 
maupun untuk tempat tinggal tidak luput dari kewajibanuntuk membayar 
sejumlah biaya.
16
 
b. Kinerja 
Bernardin dan russelmemberikan pengertian kinerja sebagai 
„performances is defined as the record of oatcomesproduce on a specified job 
fungction or aktifity during time periode. Kinerja adalah catatan tentang hasil-
hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan dalam kurun 
waktu tertentu .menurut Gibsonjob performance adalah hasil pekerjaan yang 
terkait dengan tujuan organisasi. Sementara menurut Ilias kinerja adalah 
penampilan hasil kerja personil ataupun organisasi , penampilan hasil karya 
                                                          
15
A. Rahman, sistem Politik Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, h. 173 
16
Aggriani Alamsyah, Etika Politik, Uin Alauddin Makassar 2012, h. 165 
19 
 
 
 
tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional ataupun 
structural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam orgnisasi.  
Pengertian kinerja lainya dikemukakan oleh Payama simantjuntak 
yang mengemukakan kinereja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan 
tugas tertentu .kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka 
mewujudkan kinerja perusahaan atau orgnissasi termasuk kinerja masing-
masing indifidu dan kelompok kerja dalam organisasi tersebut.
17
Perangkat desa 
diharapkan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat melaksanakan tugas dan 
fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Adapun ukuran yang di guanakan 
untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya maka 
penulis menggunakan beberapa orientasi pada ukuran kinerja menurut Ratminto 
dan Winarsih, sebagai berikut: 
1. Responsivitas, yang dimaksud dengan responsivitas disini adalah 
kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat 
menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 
prograam-progam pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Secara singkat dapat diakatakn bahwa responsivitas ini 
mengukur daya tanggap provider terhadap harapaan keinginan, 
aspirasi sserta tuntutan coustamer 
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 Indra Merev Waani, Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan 
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2. Keterbukaan/transparasi, ukuran keterbukaan atau transparasi adalah 
bahwa prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal 
lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib di 
informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh 
masyarakat, baik diminta maupun tidak di minta. 
3. Empati ukuran yang menunjukkan perlakuan atau perhatian 
pemerintah daerah atau penyelanggaran jasa pelayanan atau provider 
terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang dimasyarakat. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila perangkat desa memiliki 
kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik 
maka pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baikdan dapat tercapai 
sesuai dengan yang di harapkan.Oleh karena itu dalam pelaksaan harus 
dilakukanstrategi yang memandang masyarakat bukana hanya sebagai objek 
tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu meningkatkan taraf 
kehidupan.
18
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Selain beberapa indikator 
kinerja seperti yang di uraikan diatas, juga ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi kuantitas dan kualitas kinerja individu atau organisasi. 
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Syamsuddin menenukan 3 (tiga) faktor yang dapat mempengarauhi kinerja 
(performance) individu, yaitu : keterampilan, pengalaman, dan kesanggupan.
19
 
c. Kekuasaan 
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk 
mempengaruhi perilaku sesorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan 
para pelaku.
20
Dengan definisi ini, kekuasaan mencakup seluruh aspek 
kehidupan manusia, tidak ada arena yang tidak dimainkan oleh konsep 
kekuasaan, mulai dari kekuasaan politik hingga kekuasaan pada ranah social 
budaya.
21
 
Kekuasaan adalah konsep didalam ilmu politik yang paling banyak 
dibahas dan di permasalahkan. Bahkan ada banyak orang awam menganggap 
bahwa politik adalah kekuasaan itu sendiri. Dalam ilmu politik terdapat 
sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (power), 
misalnya, seperti : (1) influence (pengaruh), kemampuan untuk mempengaruhi 
orang lain agar orang tersebut mau mengubah sikap dan perilakunya secara 
sukarela; (2). force, penggunaan kekuatan nonfisik guna bertindak sesuai 
dengan kehendak yang memerintah, seperti : meninmbulkan rasa takut ataupun 
membatasi pemenuhan kebutuhan biologis (makanan dan minuman) terhadap 
pihak lain; (3). Persuasion (persuasi), yakni kekuasaan yang bersinggungan 
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dengan kemampuan pemberi perintah dalam menyakinkan dalam menyakinkan 
orang lain dengan argumentasi logis-rasional  untuk melakukan sesuatu; (4). 
Manipulation (manipulasi), penggunaana pengaruh dimana orang yang 
dipengaruhi tidak menyadari bahwa tingkah lakunya sebenarnya sedang 
mematuhi keinginan pemegang kekuasaan; (5). Coercion atau coercive, 
peragaan kekuasaan atau ancaman paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau 
kelompok (biasanya menyertakan tindakan fisik/kekerasan) terhadap pihak lain 
agar bersikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak pemilik 
kekuasaan, termasuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak 
yang dipengaruhi; (6). Authority (kewenangan), atau dalam bahasa Max Weber 
sebagai otoritas legal-formal, dimana seseorang memiliki kekuasaan oleh 
karena legalitas yang melekat dalam dirinya. 
d. Kepemimpinan 
Kepemimpinan secara etimologi adalah kemampuan dan kepribadian 
seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan 
tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang 
bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Secara 
termonologi banyak di temukan definisi kepemimpinan yang 
dikemukakan.Manajemen biasanya mendefinisikan kepemimpinan menurut 
pandangan pribadi mereka, dan aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang 
paling baik bagi pakar yang bersangkutan. Seperti Kepemimpinan yang 
23 
 
 
 
dikemukakan oleh Edwin A. Locke, adalah proses membujuk (inducing) orang 
lain untuk mengambil langkah-langkah menuju suatu sasaran bersama.
22
 
Menurut Nasution (2004:199) Gaya Kepemimpinan adalah suatu cara 
yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Gaya 
kepemimpinan ini pada gilirannya ternyata merupakan dasar dalam 
membedabedakan atau mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya 
kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu : 
1. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan tugas 
secara efektif dan efesien, agar mampu mewujudkan tujuan secara 
maksimal. 
2. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan pelaksanaan 
hubungan kerja sama. 
3. Gaya kepemimpinan yang berpola mementingkan hasil yang dapat 
dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Disini pemimpin 
menaruh perhatian yang besar dan memiliki keinginan yang kuat, agar 
setiap anggota berprestasi sebesar-besarnya.
23
 
                                                          
22
 Salmah Intan, Sorotan Terhadap Gender dan Kontroversi Kepemimpinan Perempuan 
(Makassar: Alauddin University press, 2013), h. 59-70. 
23
Marselinus Ajang, Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja 
Aparatur Desa Di Desa Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, volume 3 
nomer 4, ejurnal ilmu pemerintahan, 2014 httpejournal.ip.fisip-unmul.ac.idsitewp-
contentuploads201511JURNAL%20(11-18-15-02-51-16).pdf, 10 oktober 2016, h. 5 
24 
 
 
 
Organisasi sangat membutuhkan peranan seorang pemimpin oleh 
karena pemimpin memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mencapai 
tujuan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus memiliki kompetensi atau 
penegetahuan (manajerial dan strategi) yang lebih, berperilaku yanga baik, 
mampu  mempengaruhi atau mengarahkan orang lain, harus mengambil 
keputusan, bertanggung jawab, baikdalam penyampaian ide, bijak, mengayomi 
dan memberi motivasi serta mampu melakukan pendekatan personal (human 
relation) dengan bawahannya. 
F. METODE PENELITIAN 
Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya 
terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkandata. 
Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari 
obyek penelitian. 
Menurut Lexy J Moleongmendefinisikan penelitian kualitatif 
merupakan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomenatentang apa yang di ambil oleh subyek penelitian, 
misalnya persepsi, motivasi, tindakan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
24
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1. Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini akan di gunakan metode deskriptif atau 
menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian 
tentang riset yaqng bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. 
Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang 
bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujuakan untuk 
memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan. 
Metode kualitatif telah di gunakan dalam banyak sub bidang ilmu 
politik karena para partisipan dalam dunia politik mau berbicara tentang 
keterlibatan mereka dalam kelompok, peran mereka dalam jabatan kekuasaan 
formal, pandangan mereka tentang sistem politik, dan sebagainya. Para ilmuan 
politik, dan sebagai para ilmuan politik misalnya, sering mewawancarai para 
aktivis kelompok penekan. 
Oleh karena itu, ada sejumlah tekhnik riset yang tergolong dalam riset 
kualitatif, yang telah di gunakan secara luas oleh para sosiolog dan ilmuan 
politik yang telah memilih satu atau lebih di antaranya untuk mengumpulkana 
pengalaman subjektif seseorang, opini, keyakinan, nilai, dan seterusnya. Meski 
para peneliti akademis biasanya memilih sebuah tekhnik riset yang paling 
cocok dengan apa yang hendak mereka teliti, namun pilihan metode bukan 
semata-mata perkara keunggulana teknis
25
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Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskriptif 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan antara fenomena yang akan di selidiki. 
Terkait dengan metode penelitian ini, maka metode penelitian ini di 
gunakan untuk member gambaran tentang bagaimana Penyelenggaraan 
Pemerintah Desa (Kinerja Politik Kepala desa Di Desa Baraya, Kec. 
Bontoramba, Kab. Jeneponto). 
2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini  dilakukan di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba 
Kabupaten jeneponto, dengan melihat kondisi jalanan didesa Baraya ini cukup 
memprihatinkan dimna kondisi jalannya apabila hujan akan banyak genangan 
air dan banyaknya lubang-lubang besar dan licin di jalanan sedangkan ini 
merupakan jalan utama bagi masyarakat sekitar. 
3. Metode pengumpulan data  
a. Observasi 
Observasi merupakan metode pengumpulan data  yang di gunakan 
untuk menghimpun data penelitian untuk melalui pengamatan dan pendirian 
secara langsungterhadap objek yang diteliti.
26
Observasi lansung juga dapat 
memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal 
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atau yang tak mau berkomunikasi secara verbal. Observasi yang saya lakukan 
itu di desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, 
yaitu pewawancara (interview) dan dwawancara yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian iniyaitumenggunakan metode wawancara 
tak berstruktur. Wawancara takberstrukur adalah yang bebas, dimana peneliti 
tidak menggunakan pedoman wawancara yang diginakan berupa pertanyaan-
pertanyaan yang akan di ajukan  secara garis besar.
27
 Paling utama dalam 
melakukan wawancara adalah memerhatikan kemampuan pewawancara dalam 
mengendalikan wawancara.
28
 
Untuk memperoleh informasi yanag tepat dan objektif setiap 
interviower harus mampu menciptakan hubungan baik dengan interviewee atau 
respondenatau mengadakan raport, yaitu situasi psikologis yang menunjukkan 
bahwa responden bersedia bekerja sama, bersedia menjawab pertanyaan dan 
memberi informasi sesuai dengan pikiran serta memberi informasi 
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sesuaidengan keadaan yang sebenarnya.
29
 Target wawancara saya yaitu kepala 
Desa Baraya, masyarakat Desa Baraya,  serta Tokoh Pemuda Desa Baraya 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, 
pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga 
masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. 
Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan 
data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya 
dengan obyek penelitian. 
Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan 
konkret tentangbagimanaPenyelenggaraan Pemerintah Desa (Kinerja Politik 
Kepala Desa Baraya, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto. 
4. Teknik Analisis Data 
Metode analisis digunakan penulis untuk proses penyusunan dalam 
mengkategorikan data, mencari pola dengan maksud memahami maksudnya.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 
dekriptif. Analisis deskriptif itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan 
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perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang 
digunakan secara deskriptif. 
Untuk menganalisis  berbagai fenomena dilapangan, langkah-langkah 
yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. Redukasi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, transformasi datakasar yang muncul dari catatan 
lapngan. Langkah ini bertujuan untuk mmemilih informasi mana yang 
sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. 
b. Penyajian data setelah data direduksi,  langkah analisis selanjutnya 
adalah penyajian (Display) data. Penyajian data diarahkan agar data 
hasil reduksi terorganisasikan,tersusun pola hubungan, sehingga makin 
mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 
naratif. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang 
relevan, sehingga menajdiinformasiyang dapat disimpulkan dan 
memiliki makna tertentu. 
c. Penarikan kesimpulan (Verifikasi) 
Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan 
di lapangan, sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah 
usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola - pola, 
penjelasan, alur sebab-akibat atau proposisi.
30
 Dalam penelitian ini 
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penarikan kesimpulan dilakukan berangkat dari kinerja Birokrasi desa 
sehingga kurangnya pembangunan infrastruktur yang ada di Desa 
Baraya. Untuk kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan hubungan 
keterkaitan antara keduanya. Apabila ketiga tahapan tersebut telah 
selesai dilakukan, maka kemudian diverifikasi. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Gambaran UmumKabupaten Jeneponto 
 
Luas wilayah kabupaten jeneponto adalah sekitar  749,79 km
2
. Daerah 
ini terdiri atas 11 kecamatan dengan 82 desa dan 31 kelurahan. Secara geografis 
daerah ini terdiri dari 25% (28 desa/kelurahan) merupakan daerah pesisir, 8% (9 
desa/kelurahan) lembah, 27% (30 desa/kelurahan) lereng/bukit, dan 40,17% (40 
desa) adalah dataran. 
Kabupaten Jeneponto terletak di bagian selatan provensi sulawesi 
selatan dengan posisi antara 50
0.23’12”-50.42’1,2” Lintang Selatan dan 
119
0.29’12’-1190.56’44,9” bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan kota 
Takalar sebelah selatan berbatasan dengan laut flores, sebelah barat berbatasan 
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dengan kabupaten Takalar dan sebelah timur berbatasan dengan kabaupaten 
Bantaeng. 
Kabupaten Jeneponto terletak di bagian selatan Provensi Sulawesi 
Selatan dengan posisi antara 50
0.23’12”-50.42’1,2” Lintang Selatan dan 
119
0.29’12’-1190.56’44,9” bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan kota 
Takalar sebelah selatan berbatasan dengan laut Flores, sebelah barat berbatasan 
dengan Kabupaten Takalar dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 
Bantaeng. 
B. Gambaran Umum Desa Baraya 
Desa Baraya Berada di kecamata Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
Desa Baraya sendiri memiliki Luas wilayah desa Baraya adalah sekitar 10,13 
km
2
 . Daerah ini terdiri atas 7 dusun yaitu Dusun Baraya 1, dusun Baraya 2, 
Dusun Baraya 3, Dusun Gantinga, Dusun Bangkeng Nunu, Dusun Paranglenyu, 
Dusun Bontoba’do. Sebelah utara berbatasan dengan Barobbo, sebelah barat 
berbatasan dengan Kelurahan Bontoramba, sebelah timur berbatasan dengan 
Desa Tanammawang. Jarak desa Baraya ke Kecamatan yaitu 5,7 km, dan jarak 
menuju ke Kabupaten yaitu 15,0 km. 
C. Kependudukan 
Penduduk Desa Baraya mayoritas beragama Islam dengan Jumlah 
Penduduk 3.040 jiwa.Dengan spesifikasi jenis kelamin yaitu laki-laki berjumlah 
1.442 jiwa, sedangkan perempuan 1.599 jiwa. 
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Lebih banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan laki-laki 
ini diduga salah satu penyebabnya karena penduduk laki-laki banyak yang 
bekerja untuk mencari nafkah dan menetap diluar daerah, seperti Kota 
Makassar dan sekitarnya, namun tidak mengesampingkan bahwa jumlah 
kelahiran lebih dominan jenis kelamin perempuan. 
Pertumbuhan penduduk di daerah ini masih relatif kecil, namun 
demikian perlu selalu dimonitor agar tetap terkendali karena oleh banyak pihak 
pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan suatu hal yang merisaukan 
apalagi bila tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. 
Dengan kata lain apabila pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan 
pertumbuhan ekonomi maka dipandang bahwa pertumbuhan penduduk akan 
menjadi masalah. Pertumbuhan penduduk yang positif pada akhirnya akan 
memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu 
sendiri. 
Peningkatan kepadatan penduduk tentunya akan menyulitkan 
pemerintah dalam penyediaan berbagai macam fasilitas. Jika hal tersebut diikuti 
dengan peningkatan potensi penduduk, terutama dari segi ekonomi, maka 
peningkatan kepadatan penduduk sedikit akan mengurangi masalah yang 
dirisaukan. 
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D. Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang diperoleh 
pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. 
Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk 
menghindari pengaruh perubahan harga. Perubahan yang diukur adalah 
perubahan produksi sehingga menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi. 
Keadaan perekonomian di Desa Baraya masih bersifat agraris, yakni 
segala kehidupan perekonomian masyarakat masih menggantungkan diri 
kepada alam. Dimana sekitar 90% masyarakatnya masih berprofesi pada bidang 
agraris yakni sebagai petani dan pekebun. Penghasilan pokok masyarakat Desa 
Baraya adalah beras dan jagung. 
Persawahan di Desa Baraya ini masih ada yang menggunakan 
Annyalaga atau annangkala (bajak) yaitu dengan menggunakan1 ekor kuda 
didepan dan ad juga yang sudah memakai mesin traktor. Kegiatan 
perekonomian lainnya yaitu tidak sedikit dari masyarakat desa Baraya yang 
mengadu nasib ke kota-kota besar misalnya Makassar, banyak dari masyarakat 
desa Baraya yang bekerja di Makassar sebagai supir pete-pete (angkutan 
Umum), penarik Bentor, dan bekerja ditempat lainnya seperti mall dan lain-
lain, tak jarang pula ada masyarakat yang sampai rela keluar kota sulawesi 
hanya untuk meningkatkan ekonomi mereka. 
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Berikut ini adalah  pendapatan Masyarakat yang ada di desa Baraya, 
antara Lain: 
Tabel I.I Sumber pendapatan Desa Baraya 
Jenis 
pekerjaan 
PNS/ 
ABRI 
PENSIUNAN/ 
VETERAN 
PETANI PEDA-
GANG 
INDU- 
STRI 
ANG- 
KUTAN 
JASA 
 18 8 1020 36 42 171 36 
Sumber : Kecamatan Bontoramba Dalam Angka 2016 
E. Pendidikan 
Tingkat pendidikan yang ada di desa Baraya sangat kurang, tetapi dari 
tahun ketahun sudah memiliki perubahan itu terbukti dengan mulainya banyak 
anak generasi muda desa Baraya untuk melanjutkan pendidikannya sampai 
keluar daerah bahkan keluar kotaPada tahun-tahun sebelumnya masyarakat desa 
baraya hanya fokus kerja tidak terlalu mementingkan pendidikan mereka. Di 
desa Baraya sendiri hanya memiliki 2 sekolah dasar negeri yaitu SDN 99 
Tinggimaeng yang ada di Dusun Baraya 1 dan SDN Gantinga yang berada di 
dusun Gantinga sedangkan jumlah guru yang ada di sekolah tersebut masing-
masing hanya memiliki masing-masing 7 guru dari setiap sekolah.
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F. Agama  
Mayoritas penduduk desa Baraya adalah pemeluk agama islam. 
Menurut data kependudukan, jumlah penduduk yanag beragama islam yakni 
sebesar 100%. Dikarenakan masyarakat desa Baraya memeluk agama islam 
maka jumlah sarana peribadahan yang ada di desa Baraya berjumlah 5 buah 
Masjid/Mushollah. 
G. Kesehatan 
Secara umum kondisi kesehatan di desa Baraya belum cukup aksimal, 
hal ini dikarenakan kurangnya tersedia sarana dan prasarana kesehatan. 
Khususnya di desa Baraya hanya ada beberapa sarana dan prasarana yang ada 
di desa Baraya yaitu : 
1. Pustu  : 2 bauh 
2. Bidan Desa : 1 orang 
Itupun fasilitas di atas tidak berfungsi sesuai dengan fungsinyajadi 
banyak dari masyarakat desa Baraya yang apabila sakit atau akan melahirkan 
harus keluar desa untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. 
H. Sosial Budaya  
Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat Desa Baraya 
merupakan suatu tataran masyarakat yang berpegang teguh pada kepercayaan 
agama Islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup 
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desa Baraya sangat erat dimana masyarakat memiliki unsur gotong royong yang 
sangat erat. 
I. Musim 
Keadaan musim di Desa Baraya pada umumnya sama dengan keadaan 
musim  di daerah lainnya dalam Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dikenal 
dengan 2 (dua) musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan 
terjadi antaraa bulan november samapai dengan bualan april, sedangkan musim 
kemarau terjadi antara bulan mei sampai dengan bulan oktober.
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BAB III 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 
A. Kinerja Politik Pemerintahan Desa Terhadap Perbaikan Jalan Desa di 
Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 
Kinerja kepala desa dapat di artikan sebagai pemberian pelayanan 
terhadap keperluan orang (masyarakat) atau kualitas para kinerja birokrat yang 
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Salah satu 
objek yang menajdi pembahasan pada penelitian iniyakni kinerja pemeritahan 
desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
Dewasa ini definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah 
mendesak oleh definisi-definissi lain yang lebih menenkankan pada upaya 
(means) untuk mencapai masyarakat yang baik lebih seperti kekuasaan, 
pembuatan keputusan, kebijakan alokasi nilai, dan sebagainya.  
Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai 
suatu masyarakat yang lebih  baik daripada yang dihadapinya atauyaang disebut 
Peter Merkl: “Politik dalam suatu bentuk yang paling  baik adalah usaha 
mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (politics, at its best is 
a noble queas for a good order and justice)- betapa samar-samar pun tetap 
hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Dalam pada itu 
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tentuperlu disadari bahwa persepri mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh 
nilai serta ideologi masing-masing dan zama yang bersangkutan.
33
 
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah usaha 
untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian 
besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang 
harmonis. Begitu pentingnya kekuasaan dalam studi politik, maka bidang ini di 
ibaratkan bahwa politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral-moral 
yang di anut bersama. 
Seperti kepemimpinan kepala desa hal yang mutlak diperlukan demi 
terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan 
emosional yang tinggi. Kepemimpinan kepala desa merupakan hal yang penting 
yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan 
bersama demi kepentingan masyarakat luas. 
Menurut kepala Desa Baraya pembangunan infrastruktur jalan desa 
sudah ada kemajuan, tetapi hal ini tidak sesuai yang dikatakan masyarakat Desa 
Baraya. 
Seperti yang di kemukakan oleh Kepala Desa Baraya :“Pembangunan 
Infrastruktur didesa Baraya  sudah ada perubahan”34 
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Apa yang dikatakan kepala desa tidak sesuai dengan fakta di desa 
Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten jeneponto. Menurut tokoh pemuda 
yang tinggal di desa Baaraya : 
“Tentang perbaikan jalan desa saya rasa kurang perhatian dari  
pemerintah buktinya saja sampai saat ini belum ada yang bisa kita 
lihat.”35 
Seperti halnya yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat desa 
Baraya mengatakan : 
“Kinerja desa Baraya saat ini masih perlu ditingkatkan mengingat masih 
banyak pembangunan  infrastruktur yang belum dijalankan disebagian 
dusun, mengingat kepala desa saat ini sudah menjabat selama kurang 
lebih 3 tahun, jadi pembangunan infrastruktur masih perlu sangat di 
tingkatkan”36 
 
Sama halnya yang dikatakan oleh tokoh pemuda desa Baraya dan 
sekaligus ketua Karang Taruna Desa Baraya yaitu : 
“Kalau dilihat dari pembangunannya belum ada yang nampak yang 
dilihat oleh mata kepala, anggaran sudah banyak tapi kenyataannya 
belum nampak, mungkin tahun yang akan datang bisa nampak atau tahun 
2017 mungkinnampak tapi tahun ini belum nampak yang kita lihat dan 
mengenai jalan tani masih perlu diperbaiki”.37 
 
Dalam pengertian yang disebutkan bahwa kekuasaan diartikan  sebagai 
kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pikiran 
dan tingkah laku orang atau sekelompok orang lain, sehingga orang yang 
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dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan 
melakukannya.
38
 
Pengaruh biasanya tidak merupakan satu-satunya faktor yang 
menentukan perilaku seseorang dan sering bersaing dengan faktor lain. Bagi 
pelaku yang dipengaruhi masih terbuka alternatif lain untuk bertindak. Akan 
tetapi, sekalipun pengaruh sering kurang efektif dibandingkan dengan 
kekuasaan, kadang-kadang mengandung unsur psikologis dan menyentuh hati, 
dan karena itu sering kali cukup berhasil.
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Pelayanan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa masih 
kurang baik. Di karenakan bukti-bukti tentang pembangunan infrastrukutr desa 
masih memerlukan perhatian khusus. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya 
kinerja birokrasi dari segi perbaikan atau pembangunan infrastruktur. 
Menurut yang dikatakan oleh salah satu Masyarakat desa Baraya : 
“Yang jadi masalah saat ini adalah tentang pembangunan infrastruktur 
karena sudah berapa tahun ini belum ada perbaikan infrastruktur sama 
sekali ”40 
 
Menurut keterangan di atas adalah kinerja birokrasi desa masih perlu 
ditingkatkan lagi mengingat banyaknya masyarakat yang mengeluh tentang 
kinerja birokrasi desa. 
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Menurut peneliti kantor desa pula harus digunakan sebagai mana 
mestinya. kalau dapat di lihat, selama ini kantor desa tidak digunakan sebagai 
mana mestinya, kantor desa hanya di gunakan kalau ada rapat-rapat dan 
sebagainya.Ketika proses kegiatan pelayanan kepada masyarakat berlangsung, 
staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di tempat pelayanan pada saat jam 
kantor. Ini di karenakan ada saat dimana selain harus memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, staf di desa juga harus bisa membagi waktu untuk 
melakukan kepentingan pribadi salah satunya seperti mengurus lahan 
pertanian.karena mayoritas dari mata pencarian masyarakat di desa Baraya ini 
adalah dengan bertani 
Peran kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan kinerja 
aparatur Desa di Desa Baraya masih sangat perlu ditingkatkan meski 
perkembangan desa dari segi nonfisik sudah cukup berkembang tapi dari segi 
non fisik atau pembangunan infrastruktur desa masih sangat kurang. 
Walaupun peran kepemiminpinan begitu besar dalam menggerakkan 
bawahannya namun kepemimpinan tidak lepas dari hambatan – hambatan atau 
masalah yang ada seperti misalnya minimnya inovasi pemimpin,kurangnya 
tanggung jawab dan supervise serta keteladanan yang kurang.sehingga 
menyebabkan kinerja pegawai ikut menjadi terpengaruh menjadi kurang baik 
atau optimal tertama dalam hal kuantitas pekerjaan yang dihasilkan,kualitas 
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pekerjaan yang kurang baik serta ketepatatan waktu pekerjaan yang tidak ada 
kejelasaan. 
 Sebenarnya dalam setiap anggaran dana desa dan pembangunan 
infrastruktur sebuah desa dapat terwujud dengan baik, asalkan ada kerja sama, 
rasa saling membantu dan percaya pemerintah setempat dan masyarakat desa. 
Hal ini sangatlah penting untuk memajukan untuk memajukan sebuah desa 
yang berkembang. Jika salah satu atau ada di antara golongan mereka saling 
bertolak belakang maka desa tersebut tidak akan berkembang cepat atau bahkan 
tidak akan berkembang maju. 
Untuk menumbuh kembangkan desa mandiri, sangat perlu 
diperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut : 
a. Ditumbuhkan tekhnik kepemimpinan yang terbuka dalam arti 
pemerintahan desa (kepala desa) secara terbuka memusyawarahkan 
rencana dan pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan lembaga-
lembaga formal yang ada di desa. 
b. Pemerintah desa, khususnya kepala desa agar memahami benar 
kedudukannya yang bersifat dualistis artinya sebagai pemimpin desa 
karena dia dipilih oleh rakyat desa untuk itu kepala Desa harus 
bertanggung jawab tentang perkembangan desanya. Disamping itu 
sekaligus sebagai wakil pemerintah ditingkat atasnya yang 
menyelenggarakan kepentingan pemerintah pula. 
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c. Dalam rangka pengembangan otonomi desa, maka pemerintah Desa agar 
lebih mampu menciptakan kreatifitas untuk menumbuhkan dan 
mengembangkan desa ke arah kemajuan. 
d. Mengelolah sumber data alam dan sumber daya manusia melalui 
kemampuan manajemen usaha yang memadai, agar dapat menciptakan 
dan membentuk kekayaan desa untuk menciptakan penghasilan desa yang 
jelas dan teratur sehingga desa mampu membiayai kegiatan rutin dan 
pembangunan. 
Melalui upaya-upaya demikian diimbangi dengan pelaksanaan 
kegiatan secara terpadu, maka secara bertahap desa mandiri akan dapat 
terwujudkan.
41
 
Pembangunan partisispasi merupakan upaya untuk memperdayakan 
potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan di bidang infrastruktur 
desa yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (Musrembang Desa).
42
 
 Seperti  yang dikemukakan oleh narasumber tokoh pemudi desa 
Baraya yaitu: 
“Mungkin karena kurangnya perhatian dari pemerintah desa sehingga 
infrastruktur sampaai saat ini belum ada perbaikan”43 
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Penyelenggaran pemerintahan desa dalam Undang-undang RI No 6 
Tahun 2014 pasal 23 pemerintahan desa diselengarakan oleh pemerintahan 
desa. Kemudian pasal 25 pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain 
dan yang di bantu oleh perangkat desaa atau yang disebut dengan nama lain. 
Kemudian pasal 1 disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan 
pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
44
 
Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang di ambil 
oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan 
cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat 
kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.
45
 
Melihat kondisi saat ini kepemimpinan kepala desa Baraya masih 
belum maksimal, kondisi ini diketahaui dari indikator, seperti pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur jalanandan sebagainya masih belum maksimal 
dalam pelaksanaannya, dengan kata lain usaha-usaha yang dilakukan kepala 
desa yang merupakan bentuk kepemimpinannya belum sepenuhnnya di 
laksanakan dengan baik. 
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Oleh karena itu faktor kemampuan Kepala Desa selaku aparat 
pelaksana dan merupakan pimpinan formal di Desa dan Mempunyai peranan 
yang sangat sentral yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan 
pelaksanaan pembangunan di desanya. Karena dari kemampuan kepala desa 
yang bersangkutan didalam mempengaruhi dan mengarahakan masyarakat 
untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan 
kepala desa sangatlah menentukan bahkan menjadi kunci utama dapat tidaknya 
proses pembangunan itu berjalan secara baik dan lancar. 
B. Faktor Penghambat dan PendukungDalam Perbaikan Jalan Desa di Desa 
Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 
a) Faktor Penghambat 
1. Kurangnya Perhatian Dari Birokrat Desa 
Mencermati perilaku aparat di Desa Baraya Kecamatan Bontoramba 
Kabupaten Jeneponto dalam memperbaiki pembangunan infrastruktur desa 
banyak faaktor penghaambat yang  dihadaapinya. 
Dalam sejarah pembangunan desa telah di tetapkan beberapa peraturan 
tentang desa, yaitu undang-undang tentang desa, yaitu Undang-undang No 18 
Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-undang No 19 
Tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat 
terwujudnya daerah tingkat III diseluruh wilaya Indonesia, Undang-undang No 
5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Undang-undang No 22 Tahun 1999 
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tentang pemerintah daerah,
46
 dan yang terakhir Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, bahwa dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan 
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu 
daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum 
dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang 
hingga desa saat ini berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan 
sekitar 8.000 ( delapan ribu ) kelurahan. Namun untuk melaksanakan 
pengaturan serta mendukung terbangnya desa yang berbasis kekinian untuk 
pemerintah mensahkan undang-undang NO 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Sistem pemerintah desa memang perlu ditingkatkan dari segi kinerja 
para birokrat desa serta harus adanya keterbukaan yang dilakukan oleh 
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pemerintah desa mengenai kinerja apa saja yang dilakukan oleh para 
pemerintah desa kepada masyarakat. 
Seperti yang dikemukakan narasumber oleh salah satu masyarakat desa 
Baraya mengatakan : 
“Punna nia lanu jama ri desa nu, atau nia pembangunan lanu suro jama 
ri desanu rapat ki rodo, supaya kami anggota BPD (badan pengawas 
desa) tau persis punna lakiminjo nanu jama tapi ka tanre na lebba na 
a‟laporo‟, tena na lebba rapa‟ bahkan yangngaseng hasil jamanna tena 
le‟ba na laporkan ri BPD sebagi pertanggung jawaban tena le‟ba‟, ka 
manna ku kuai apparekko laporan BPDya tena nia‟. Na jama ji iyya tpi 
tena laporanna atau punna nia lanu jama musyawarakann ki rodo‟ 
kedesa.” 
Artinya :Kalau mau mengerjakan sesuatu, atau kalau ada pembangunan 
yang mau di suruh kerjakan di desamu adakan dulu rapat. Supaya kami 
anggota BPD tahu persis kalau kayak begitu yang mau dia kerja tapi 
tidak pernah ada laporan, tidak pernah mengadakan rapat, bahkan 
semua hasil kerjanya tidak pernah dia laporkan ke BPD sebagai 
pertanggung jawaban tidak pernah, biar saya ajari  suruh membuat 
laporan ke BPD tidak pernah dia kerja. Dia mengerjakan 
pemabngunannya tapi tidakdengan laporannya atau kalau ada yang mau 
di kerja musyawarakan dulu kepada desa (masyarakat desa).
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Seperti yang di nyatakan oleh Blau dan Page, bahwa birokrasi 
dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang benar. Hal itu 
hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan 
karena pada organisasi pemerintahan segala sesuatunya di atur secara formal, 
sedangkan pada organisasi kecil hanya di perlukan hubungan informal.
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Kepala Desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis 
memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau 
komunitasnya. Kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan pembangunan 
dalam wilayah desa sangat berpengaruh karena kepala desa selaku aparat 
pelaksana sekaligus pimpinan formal dalam penyelengaraan pemerintahan di 
desa, oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desanya harus 
diketahui dan mendapatkan persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena 
hal ini mencakup wilayah kekuasaannya dan tanggung yang di tanggung jawab 
yang di pikulnya. Begitupun sebaliknya kepala desa harus memusyawarahkan 
apa-apa kegiatan atau pembangunan yang akan dikerja kepada masyarakat 
dalam bentuk Musrembang tingkat desa, agar masyarakat tahu pembangunan 
aapa saja yang akan dibangun serta rincian-rincian dananya. 
Kepemimpinan secara etimologi adalah kemampuan dan kepribadian 
seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan 
tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang 
bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Secara 
termonologi banyak di temukan definisi kepemimpinan yang dikemukakan. 
Manajemen biasanya mendefinisikan kepemimpinan menurut pandangan 
pribadi mereka, dan aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik 
bagi pakar yang bersangkutan. Seperti Kepemimpinan yang dikemukakan oleh 
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Edwin A. Locke, adalah proses membujuk (inducing) orang lain untuk 
mengambil langkah-langkah menuju suatu sasaran bersama.
50
 
Pembangunan infrastruktur di desa Baraya, sangat perlu diperhatikan 
dengan baik oleh para Birokrasi Desa, mengingat pembangunan di desa Baraya 
ini masih sangat kurang di bandingkan dengan desa-desa lain, contohnya saja 
desa Bulusibatang yang pembangunan sudah sangat berkembanag, karena 
pemerintah desanya sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
oleh masyarakat desa, serta aktifnya masyaraakat desa dalam membantu setiap 
kegiatan atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kepala desanya. 
Seperti yang di katakan olah saudari Rahma selaku anggota pemuda 
desa Baraya : 
“Kendalanya mungkin saja kurangnya komunikasi antara peerintah desa 
dengan pemerintah daerah sehingga penyaluran infrastruktur berupa 
perbaikan jalan masih terhambat, terus ketidakpiawaian pemerintah desa 
dalam mengkoordinir desa yang dipimpinnya sehingga tertinggal dari 
desa laiannya.
51
 
 
Saat ini desa baraya masih dalam keadaan salah satu desa tertinggal 
yang ada di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, kurangnya 
infrastruktur pembangunan fisik mungkin menjadi salah satu penyebab desa 
Baraya ini menjadi desa tertinggal. 
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Sebagai aparat pelaksana tugas, selayaknya seorang Kepala Desa dapat 
melakukan perencanaan, pergerakan, dan pengawasan terhadap organisasi 
maupun kegiatan masyarakat. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang 
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau walikota. 
Salah satu faktor yang turut serta menentukan keberhasilan dalam mengerakan 
Pembangunan Desa adalah kepemimpinan seorang Kepala Desa.Kepala Desa 
diharapkan dapat memberikan inisiatif, inofasi, motifasi dan tanggung jawab 
yang baik dalam menggerakan pembangunan desa agar dapat meningkatkan 
keberhasilan program pemerintah maupun dalam menggerakan partisipasi 
masyarakat. 
2. Kepemimpinan Yang Lemah 
Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat 
penting dalam Pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya 
tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang Kepala Desa merupakan 
penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda 
pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping menjalankan 
urusan pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga mempunyai 
kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan 
membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan 
mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat. 
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Begitupun yang dikekukakan oleh salah satu tokoh masyarakat desa 
Baraya yaitu: 
“Mungkin saja faktor kesehatan yang menjadi penghambat dari semua 
pembangunan infrastruktur mengingat selama beliau menjabat sebagai 
kepala desa di desa Baraya ini kesehatan beiau sering terganggu, jadi 
hampir sebagian semua pembangunan infrastruktur tersebut 
terhambat.”52 
 
Karena sebagaimana yang di ketahui bahwa selama kepala desa 
Baraya  menjabat sebagai Kepala Desa Baraya, kesehatan yang dialaminya 
selalu menurun. Bahkan tidak jarang dia absen dalam mengikuti pembukaan 
atau memberi sambutan-sambutan bila ada kegiatan yang di laksanakan di desa 
Baraya. 
Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan 
bahwa tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa amatlah berat. Mengingat 
tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 
terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan pembangunan bagi 
masyarakatnya ia perlu dibantu oleh perangkat desa yang lain di samping perlu 
baginya untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pemerintah 
yang ada di atasnya maupun dengan aparat lain yang terkait. 
Sebagai aparat ia juga dituntut untuk mampu merespon berbagai 
perubahan dan raga kebutuhan publik. Kepala Desa berkedudukan sebagai alat 
pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. 
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Dengan kedudukan tersebut, Kepala Desa dapat dikatakan memiliki posisi yang 
sangat strategis dalam organisasi pemerintahan Desa. Keberhasilan dalam 
menggerakan pembangunan desa sangat tergantung pada kepemimpin kepala 
Desa itu sendiri. 
Selain itu nama pemerintah setempat pasti akan baik jika apa yang 
telah direncanakan bisa terealisasi dengan baik dan jujur. Sehingga kepercayaan 
atas pemerintah setempat dapat kembali dikalangan masyarakat desa Baraya 
Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban memimpin, membina, 
membimbing, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta mengkoordinasikan 
kegiatan bawahan dalam perumusan dan penyusunan perencanaan pemberian 
pelayanan umum pemerintahan Desa meliputi kegiatan kesekretariatan, 
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan 
masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, ekonomi dan pembangunan 
berdasarkan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan oleh 
Kepala Daerah. 
Menurut peneliti pembangunan infrastruktur desa terutama jalan desa 
masih sangat butuh perhatian lebih, mengingat banyaknya masyarakat yang 
mengeluh terhadap perbaikan infrastruktur jalan ini mengingat jalan ini dalah 
jalan utama warga desa untuk keluar masuk desa. 
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3. Tidak Tersedianya Lahan Untuk membuata jalan 
Menurut pemerintahan desa tidak tersedianya lahan atau masyarkat 
yang enggan untuk memberikan sedikit lahan tanah mereka untuk digunakan 
sebagai jalan desa. 
Seperti yang di ungkapkan kepala desa Baraya : 
“Utamanya dibidang infrastruktur jalan tani biasanya yang punya lahan 
persawahan tidak mau memberikan sedikit tanahnya, meski kita kasih 
imbalan yang sesuai”53 
 
Masyarakat enggan memberikan jalan karena menurut meraka 
mungkin karena tidak adanya ganti rugi yang akan di sediakan oleh pemerintah 
desa, meraka juga tidak mau memberikan tanah mereka karena tanah atau lahan 
tersebut adalah tumpuan hidup mereka atau mata pencahariana mereka satu-
satunbya jadi mereka enggan untuk memberikan tanah/lahan mereka meski 
hanya sedikit. 
Faktor kemampuan Kepala Desa selaku aparat pelaksana dan 
merupakan pimpinan formal di Desa dan Mempunyai peranan yang sangat 
sentral yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan 
pembangunan di desanya. Karena dari kemampuan kepala desa yang 
bersangkutan didalam mempengaruhi dan mengarahakan masyarakat untuk 
bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kepemimpinan kepala 
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desa sangatlah menentukan bahkan menjadi kunci utama dapat tidaknya proses 
pembangunan itu berjalan secara baik dan lancar. 
 
b) Faktor Pendukung  
Sebagai pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai 
pengatur masyarakat, maka sudah selayaknya apabila seseorang Kepala Desa 
mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya yang sebenarnya.Sebab dengan 
mengetahui kondisi mastarakat yang sebenarnya maka dapat diambil langkah-
langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Sebab jika 
pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu 
kesalahpahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat.  
Partisipasi penduduk merupakan hal yang urgen tak kalah penting 
dalam sebuah pembangunan.Rakyat adalah komponen utama yang harus 
dilibatkan dalam pembangunan.Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat 
menjadi arah setiap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk 
ikut berpartisipasi merupakan salah satu komponen untuk mencapai 
pembangunan yang intensif, sebab tanpa dukungan dan partisipasi penduduk 
maka pembangunan tidak akan berhasil. 
Oleh sebab itu untuk kelancaran pembangunan maka masyarakat harus 
berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti 
kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di 
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kantor Desa maupun kecamatan, memberi ide pemikiran atau gagasan tertentu, 
menyumbang bantuan baik berupa tenaga. 
Karena sebagai mana yang diketahui bahwanya masyarakat Desa 
Baraya sangat antusias apabila ada pelaksaan/pembangunan yang akan 
dilaksanakan. 
Seperti yang dikemukakan oleh saudari Rahmawati bahwasanya : 
“Masyarakat Desa sangat antusias dalam membantu melaksanakan 
pembangunan, apabila ada pembangunan di Desa Baraya, biasanya 
masyarakat akan bergotong royong saling membantu dalam membangun 
infrastruktur”.54 
 
Adapun faktor pendukung lainnya yaitu dari sektor pertanian, dimana 
yang penulis ketahui bahwa di Desa Baraya ini hampir 90% itu adalah seorang 
petani jadi apabila pemerintah desa dapat memanfaatkan dengan baik dalam 
sektor pertanian bisa saja masyarakat Desa Baraya akan mengalami perubahan 
yang lebih baik dari sebelumnya. 
Perangkat desa diharapkan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Adapun 
ukuran yang di guanakan untuk mengetahui kinerja perangkat desa dalam 
melaksanakan tugasnya maka penulis menggunakan beberapa orientasi pada 
ukuran kinerja menurut Ratminto dan Winarsih, sebagai berikut 
1. Responsivitas, yang dimaksud dengan responsivitas disini adalah 
kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat 
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menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 
prograam-progam pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. Secara singkat dapat diakatakn bahwa responsivitas ini 
mengukur daya tanggap provider terhadap harapaan keinginan, 
aspirasi sserta tuntutan coustamer 
2. Keterbukaan/transparasi, ukuran keterbukaan atau transparasi adalah 
bahwa prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal 
lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib di 
informasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh 
masyarakat, baik diminta maupun tidak di minta. 
3. Empati ukuran yang menunjukkan perlakuan atau perhatian 
pemerintah daerah atau penyelanggaran jasa pelayanan atau provider 
terhadap isu-isu aktual yang sedang berkembang dimasyarakat. 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila perangkat desa memiliki 
kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan baik 
maka pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baikdan dapat tercapai 
sesuai dengan yang di harapkan.Oleh karena itu dalam pelaksaan harus 
dilakukanstrategi yang memandang masyarakat bukana hanya sebagai objek 
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tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu meningkatkan taraf 
kehidupan.
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dalam proses pembangunan Desa dikatakan bahwa pembangunan meliputi 
asfek fisik dan non fisik. Yaitu dimaksud dengan pembangunan fisik adalah 
pembangunan yang berupa perwujudan dan dapat dilihat dengan nyata. Jadi 
pembangunan yang berwujudan yaitu,  Pembangunan sarana jalan, 
pembangunan tempat peribadahan, pembangunan sarana penidikan, 
pembangunan gedung serba guna, dll. Sedangkan untuk nonfisik yaitu 
Kegiatan keagamaan, Kegiatan penidikan dan kesejahteraan keluarga, 
Kegiatan keluarga berencana dan lain-lain, Berdasarkan hasil wawancara 
dengan para narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala 
desa Baraya selama ini masih belum maksimal dalam meningkatkan 
pembangunan infrastruktur, itu terbukti karena masih banyaknya masyarakat 
desa Baraya yang mengeluh atas kinerja kepala desa selama ini, mengingat 
kepala desa sekarang sudah menjabat selama kurang lebih 3 tahun.  Seorang 
pemimpin harus mengawali dengan membangun kesadaran dirinya bahwa 
kepadanya ada penanggung jawabankepemimpinan. 
2. Faktorpenghambat kurangnya pembangunan desa Baraya ini yaitu 
kurangnya perhatian dari birokrasi desa sehinggapembangunan yang ada di 
desa baraya masih belum maksimal serta kesehatan yang di alami oleh 
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kepala desa Baraya jugalah yang menghambat kinerja pemerintah karena 
selama dia menjabata sebagai kepala desa kesehatan beliau sering terganggu 
jadi beliau kurang mampu untuk memenej desa yang dipimpinya dan kurang 
mampu untuk mengontrol masyarakat dan desa yang di pimpinya tersebut, 
dan faktor lain yang menyebabkan kurangnya pembangunan infrastruktur 
yaitu kurangnya masyarakat yang enggan memberikan lahan/tanahnya 
kepada pemerintah untuk dijadikan jalan desa. Sedangkan faktor 
pendukungnya yaitu antusiasnya masyarakat Desa Baraya dalam 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur jadi pemerintah desa dapat 
menggunakan tenaga masyarakat Desa Baraya dalam melakukan 
pembangunan untuk meminimaliskan anggaran desa yang ada. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Desa Baraya ini cukup 
memprihatinkan dibandingkan dengan desa Bulusibatangyang sudah mulai 
memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Ketika infrastruktur jalan yang ada 
di Desa Baraya bila musim hujan datang,  maka banyak jalan yang tergenang 
air, banyak pula jalan yang memiliki lubang yang cukup besar dan licin, 
sedangkan ini merupakan jalan utama bagi masyarakat Desa Baraya. 
Hal adalah, sekolah,   di Desa Bulusibatang ini sudah memiliki 2 
SMP/sederajat dan 2 SMA/sederajat dibandingkan desa Baraya yang hanya 
memiliki 2 Sekolah Dasar, dengan sarana yang tidak terlalu memadai. 
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Selain sekolah, Desa Bulusibatang juga sudah memiliki pasar dan 
Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas). Karenanya penulis menyarankan 
agar para perangkat desa dan atas dukungan dari masyarakat juga membangun 
fasilitas yang serupa, agar desa menjadi lebih baik kedepannya. 
Selain itu, ketika proses kegiatan pelayanan kepada masyarakat 
berlangsung, staf yang berwenang untuk mengurus keperluan masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan tersebut tidak ada di tempat pelayanan pada saat jam 
kantor. Ini di karenakan ada saat dimana selain harus memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, staf di desa juga harus bisa membagi waktu untuk 
melakukan kepentingan pribadi salah satunya seperti mengurus lahan 
pertanian.karena mayoritas dari mata pencarian masyarakat di desa Baraya ini 
adalah dengan bertani. 
Dan juga di Desa Baraya masih sangat dibutuhkan fasilitas komputer, 
seperti sekarang di kantor hanya ada satu unit komputer yang ditempatkan di 
dalam ruang Kepala Desa dan ini berdampak kurang efisiennya pelayanan 
administrasi. Terkadang kalau diperlukan untuk mencetak administrasi 
persuratan, aparat harus mencetak (print) di luar, sebaiknya di kantor ini 
ditambahkan lagi 2 unit komputer. Begitu pun di kantor juga dibutuhkan lemari 
untuk penyimpanan berkas administrasi, lemari berkas di kantor ini belum ada. 
Sistem pemerintahan desa memang perlu ditingkatkan dari segi kinerja 
para birokrat desa serta harus adanya keterbukaan yang dilakukan oleh 
62 
 
 
 
pemerintah desa mengenai kinerja apa saja yang dilakukan oleh para 
pemerintah desa kepada masyarakat 
Peran kepala desa juga selaku aparatur desa ini dalam meningkatkan 
kinerja birokrat Desa di Desa Baraya masih sangat perlu ditingkatakan meski 
perkembangan Desa dari segi nonfisik sudah cukup berkembang tapi dari segi 
nonfisik atau pembangunan infrastruktur Desa masih sangat kurang. 
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